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G U B E R N U R   L A M P U N G 
 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 029 TAHUN 2002 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN  

PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002 

 
GUBERNUR LAMPUNG, 

 
 
Menimbang : Bahwa dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002 dengan 
Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2002, maka untuk 
pelaksanaannya dipandang perlu dijabarkan ke dalam uraian 
pendapatan, kegiatan dan proyek yang ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur Lampung; 
 

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569); 

 
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

 
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

 
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) 

 
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 159); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

Pertangggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4027); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4029); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 
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Memperhatikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 

18. Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang 
Rencana Strategi (Restra) Propinsi Lampung Tahun 2001/2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 03 Seri D 
Nomor 3); 

 
19. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2002 tentang 

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 8 
Seri A No. 1). 

 
 
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 5 

Desember 2002 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2002; 

 
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung 

Nomor 27 Tahun 2002 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 
2002. 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG  TAHUN 
ANGGARAN 2002. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan sejumlah Rp. 587.481.785.264,68 
 

 
Pasal 2 

 
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan sejumlah Rp. 587.481.785.264,68 terdiri 
dari : 
 
a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah............................Rp.365.316.356.164,68 
b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah.............Rp.222.165.429.100,00 
 
 

Pasal 3 
 

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini, diuraikan dalam lampiran           
sebagai berikut : 
 
a. Lampiran  I : Uraian Pendapatan 
b. Lampiran  II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin. 
c. Lampiran   III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan. 
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Pasal 4 
 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangn keputusan ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran daerah Propinsi Lampung. 
 
 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal   10 Juli  2002 
 
 

G U B E R N U R  L A M P U N G, 
 
 

d t o 
 
 

Drs. OEMARSONO 
 
 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal   10  -  7  -  2002 
 
 
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG 

 
 

     d t o 
 
 

                    Drs. HERWAN ACHMAD 
      Pembina Utama 
       Nip. 460004632 

 
 


